
Ve - 05 4-14  uo  oto/ 7 

4-91. • (5 Axi-  atot? 

BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 

NOMOR lic- TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN 

ALOKASI DANA DESA, BAG! HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang 	: bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan 
pelayanan aparatur Pemerintah Desa agar terlaksananya 
kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap dua perlu merubah 
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa, 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 
Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dan i Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2016 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 253); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

1- 



14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 160); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 
(Berita Negara Republik Indoneesia Tahun 2016 Nomor 
1883); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 552); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.07/ 2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
478); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PM K.07 / 2017 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
532); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 / PMK.07 / 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 50/ PMK.07/ 2017 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

21. Peraturan Daerah Kabuaten Kerinci Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran. Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana beberapa kali 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2014 Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2016 Nomor 5); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 
2016 tentang APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 
8); 
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25. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Kerinci tahun 2016 Nomor 59); 

26. Peraturan. Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana 
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 2); 

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Kerinci Nomor 
700/192/Itkab 2017 tanggal 30 November 2017 perihal 
Pelaksanaan Pemeriksaan (Audit) terhadap Pelaksanaan 
Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I (pertama) Tahun 
2017 sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan 
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. 

2. Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Bupati Kerinci 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan Alokasi Dana Desa dan bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah, tanggal 13 Desember 2017. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KERINCI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 
PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI 

DANA DESA, BAG! HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

TAHUN 2017. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Huruf e diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 21 
(1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran ADD Tahap ke II (dua) 

kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Cam.at 
untuk diteruskan ke BPKAD dengan melam.pirkan: 
a. laporan Realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa; 

b rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa; 
c. bukti Saldo Akhir RKD yang ditunjukkan melalui foto copy buku RKD yang 

dilegalisir oleh Bank; 

d. foto copy pelaksanaan kegiatan Tahap I (kesatu); 

e. laporan atas pertanggungjawaban dan. penggunaan Alokasi Dana Desa dan 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diaudit sesuai program kerja 
tahunan Inspektorat Kabupaten Kerinci; dan 

f. berita Acara Pelaporan Realisasi Kegiatan kepada BPD. 
(2) Laporan Realisasi Kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi 

Laporan Realisasi kegiatan sampai dengan bulan Juni dan disampaikan 

paling lambat tanggal 10 bulan Juli Tahun berjalan. 
(3) Laporan Realisasi Penggunaan. ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah sebagimana deimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukkan ADD dan 
Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah Tahap ke I (satu) telah digunakan 
minimal sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dan i jumlah Dana yang 
diterima pada Tahap ke I (satu). 
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(4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 
sebgaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui BUD menunda 
penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hash l Pajak dan Retribusi Daerah 
sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi dimaksud. 

(5) Format Laporan Realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalarn lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal  is Der 	2017 

BUPATI KERINCI, 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal I De; 	2017 

SEKRET 	DAERAH KERINCI, r S 

AFRIZ  I HS 
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR 
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